PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI KATINGAN

Menimbang : a. bahwa memenuhiketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2009. perlu ditetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai rinc:an lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2009,

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut di atas penu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.



Mengingat

10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Rep
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah d
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

ublik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
engan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan B

angunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupate

n Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabuapten Lamandau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murun

g Raya dan Kabupaten Barito Utara Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180 );

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tind

ak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
137, Tambahan Lembaran Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Ne

gara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah

un 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Repubik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang

-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti

il



1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

cam:m-c_&m:m Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Rep

ublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lem

baran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun

un 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4416) sebagaiman

a telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (L

embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembara
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

n Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
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23.
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27.

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 14);



Menetapkan

29.

30.

31.

32.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah

Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 5);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20089;

Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebu

t DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah;

Bupati adalah Bupati Katingan:



5. Pertanggungjawaban adalah Laporan Keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan,

6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Katingan.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2009 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
¢. Lain-lain Pendapatan yang Sah
Jumlah Pendapatan

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Bunga
3) Belanja Subsidi
4) Belanja Hibah
5) Belanja Bantuan Sosial
6) Belanja Bagi Hasil
7) Belanja Bantuan Keuangan
8) Belanja Tidak Terduga

23,123,554,971.86
515,156,409,109.00
14,737,919,953.00

162.330.200.759,00

n NN
u,uu

250.000.000,00
2.119.500.000,00
6.124.295.399,00
1.364.159.300,00
15.717.990.000,00
50.000.000,00

BAB Il

REALISAS!I ANGGARAN

Pasal 2

553,017,884,033.86

187.956.145.458,00

vi



b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai 25.768.765.488,00
2) Belanja Barang dan Jasa 85.632.445.164,00
3) Belanja Modal 270.492.378.331,00

381.893.588.983,00

Jumlah Belanja 569.849.734.441,00

Surplus/Defisit (16.831.850.407,14)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Pembiayaan 169.251.255.139,70
b. Pengeluaran Pembiayaan 3.750.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto 165.501.255.139,70
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 148.669.404.732,56

Pasal 3

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 148.669.404.732,56 terdiri dari :

a. Kas pada kas daerah Rp. 117.443.208.832,56

b. Kas pada bendahara pengeluaran Rp. 1.226.195.900,00
c. Investasi jangka pendek Rp. 30.000.000.000,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Rp. 148.66€.404.732,56

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran | Peraturan Bupati Katingan ini.
Pasal 5

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanj
Pasal 6

Penjabaran lzporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lanzpiran Il Peratura~ Bupati <atingar ini.

ut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggara:.

vii



Pasal 7
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal § merupakan Sagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Katingan ini.
BAB Ili
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati Katingan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
%mnmﬁmomm_ 27 September 2010

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 27 September 2010

N

wa,x mx:_m omma:fst\.ﬁ h Katingan

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2010 NOMOR 19
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